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[bookmark: _Toc111403784]1.1 Latar Belakang

Pada akhir 2019 Masyarakat diberitahu dengan adanya serangan virus yang mematikan pertama kali di kota Wuhan (China) yang disebut dengan virus Corona atau Covid-19 dan Pertama kali menyerang di Indonesia pada awal tahun 2020 bulan maret. Virus corona ini sangat cepat penularannya dari satu manusia ke manusia lain bahkan mengakibatkan kematian. Sudah banyak manusia yang terkena Covid-19 sampai nyawa manusia tidak tertolong. Jadi, setiap negara membuat kebijakan untuk memberlakukan lockdown dan menghentikan semua aktivitas diluar rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Pemberhentian aktivitas ini membuat pemerintah harus berupaya agar beberapa sektor tetap berjalan dengan meminimalisir angka penularan. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting bagi indonesia sehingga pemerintah berupaya agar kegiatan atau proses belajar mengajar tetap berjalan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Corona Virus Desease (Covid-19)” (Pusdiklat Pegawai kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). 



Dimana dalam SE tersebut Mendikbud menginstruksikan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring (online). Jadi, kegiatan belajar siswa tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Kebijakan ini dibuat  untuk melindungi siswa, guru, serta para orangtua dari virus tersebut. SDN Patuanan 1 merupakan 
1




sekolahan yang memberlakukan sistem daring dalam aktivitas belajar mengajarnya dimana kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Pemerintah. Terdapat surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka setempat nomor : 423/249/Disdik tentang larangan penyelenggaraan pendidikan tatap muka. Surat ini ditujukan kepada koordinator pengawas TK/SD, Koordinator SMP, Koordinator penilik, kepala sekolah TK, SD, SMP, PAU se-kabupaten Majalengka dan Ketua PKBM serta Kepala SKB Kabupaten Majalengka. Dan juga pembelajaran daring bagi semua sekolah ini mengikuti kebijakan dari Bupati Majalengka melalui Surat Edaran No 451/12/2182/Kesra tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dalam Upaya Mengurangi Risiko Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Majalengka.
Pembelajaran daring (online) merupakan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara tidak langsung. Proses belajar yang menggunakan internet dan media digital dalam penyampaian materi tersebut supaya tetap berjalan seperti biasanya walaupun masih saja ada beberapa hambatan dan belum optimal. 
Di SDN Patuanan 1 sudah menerapakan pembelajaran daring sejak tahun 2020 untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Walaupun pembelajaran daring memiliki sisi positif dan negatif tetapi cara ini supaya pelajar tetap melaksanakan belajar seperti biasanya. Pelaksanaan pembelajaran daring menjadi tantangan. Begitu banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan pembelajaran daring di SDN Patuanan 1 terdapat hambatan-hambatan diantaranya:
1. Kurangnya pemahaman materi dikarenakan keterbatasan waktu dan komunikasi dalam menjelaskan materi kepada murid
2. Kendala jaringan internet.
3. Tidak semua siswa memilik ponsel dikarenakan faktor ekonomi sehingga banyak siswa yang ketinggalan materi dan tugas yang diberikan oleh guru.
4. Kurangnya Sumber daya manusia
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin lebih mendalami tentang implementasi pembelajaran daring di SDN Patuanan 1. Maka peneliti ingin mengambil judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring (Online) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Patuanan 1 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka”

[bookmark: _Toc111403785]1.2. Rumusan Masalah	
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring (Online) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Patuanan 1?”

[bookmark: _Toc111403786]1.3. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring (Online) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Patuanan 1 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring (Online) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Patuanan 1 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring (Online) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Patuanan 1 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?
[bookmark: _Toc111403787]1.4. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring (Online) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Patuanan 1 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring (Online) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Patuanan 1 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring (Online) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Patuanan 1 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
	
[bookmark: _Toc111403788]1.5. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan teoritis
Kegunaan teoritis untuk dijadikan sebagai bahan kajian Implementasi kebijakan yang diteliti dan dapat menambah referensi dalam proses belajar mengajar. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dalam mengatasi Implementasi kebijakan pembelajaran online yang belum optimal di SDN Patuanan 1
b. Kegunaan praktis
· Bagi Guru
1. Sebagai pendukung pembelajaran online dalam mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemic covid-19.
2. Dapat mengembangkan berbagai macam teknologi dari situs digital dalam penyampaian informasi atau materi yang dilakukan secara online
· Bagi Siswa
1. Sebagai sarana alternative untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran online di rumah dan di manapun kita berada dan memanfaatkan teknologi yang ada.
2. Dapat melatih siswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri. Sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri.

[bookmark: _Toc111403789]1.6. Kerangka Pemikiran
Implementasi kebijakan dapat diartikan secara sederhana adalah proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan adalah suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.
Menurut George Edwards III dalam Budi Winarno (2011:177) menyatakan bahwa : 
“Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi  masyarakat yang  dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik”.
George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2019:136)  mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi.
1. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentrasmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:
a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula dan sebaliknya juga.
b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber daya
Perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.
Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Impelementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas yang legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, bagi George C. Edward III, adalah disposisi.
a. Efek Disposisi (Sikap Pelaksana) ; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
b. Melakukan pengaturan birokrasi (staffing the bureaucracy); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
c. Intensif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi intensif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi intensif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi
Variabel keempat Menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.
Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:
a. Membuat Standar Operating Procedure (SOP) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau pogram pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Uraian di atas kemudian digambarkan ke dalam bagan Kerangka Pemikiran yaitu sebagai berikut :		



				(Input)Implementasi Kebijakan
Pembelajaran Online
(Proses)
George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2019:136)  
mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh empat variabel, yaitu: 
1) Komunikasi
2) Sumberdaya
3) disposisi, dan 
4) struktur birokrasi.
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Pembelajaran online belum optimal

Output (+)
Pembelajaran Online optimal

(Outcome)
Terwujudnya keberhasilan kebijakan sehingga dapat berjalan dengan efektif pada saat pembelajaran online dan murid-pun mengalami Kepuasan terhadap kegiatan belajarnya.

Kurangnya Kepuasan murid terhadap pembelajaran online

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pembelajaran Online


		







	




	




Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran


[bookmark: _Toc111403790]1.7 Penelitian Terdahulu
	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang tentunya diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti :
	Skripsi berjudul “Kebijakan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bima tahun 2020 (Studi SMAN 3 SAPE). Oleh Agus pada tahun 2021, Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) pada Masa Pandemi Covid-19 itu serta hambatannya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pembelajaran daring menggunakan teori Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

	No
	Peneliti
	Judul
	Hasil
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Agus (2021)
	Kebijakan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bima tahun 2020 (Studi SMAN 3 SAPE).
	Menyatakan bahwa dalam kebijakan pembelajaran daring menggunakan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi
	1. Menggunakan Teori Edward III (Komunikasi, sumberdaya, disposisi. Dan struktur birokrasi)
2. Isi penelitiannya membahas tentang kebijakan pembelajaran daring (online)
	Objek yang diteliti berbeda



[bookmark: _Toc111403791]1.8. Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian
[bookmark: _Toc111403792]1.8.1 Definisi Konsep Penelitian
a. Implementasi 
implementasi adalah tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan. (dalam sahya anggara, 2018: 231)


b. kebijakan 
kebijakan merupakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (dalam sahya anggara, 2018: 14).
c. Menurut Thomas R. Dye (1992) (dalam sahya anggara, 2018: 35)
Kebijakan Publik adalah “Public policy is whatever the government choose to do or not do” (kebijakan publik yaitu apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik yaitu “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. 
d. Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. (George C. Edward dalam Budi Winarno, 2011: 177)
e. Pembelajaran Daring (Online) pada dasarnya merupakan pembelajaran 
jarak jauh (PJJ). Sistem pembelajaran jarak jauh merupakan sistem yang sudah ada sejak pertengahan abad 18. Sejak awal, pembelajaran jarak jauh selalu menggunakan teknologi untuk pelaksanaan pembelajarannya, mulai dari teknologi paling sederhana hingga yang terkini. Pembelajaran online lahir mulai generasi keempat setelah adanya internet. Jadi, pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. (dalam Tian Belawati, 2019 : 6)
[bookmark: _Toc111403793]1.8.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian 
Operasional konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep penelitian ke dalam beberapa dimensi dan parameter, sehingga konsep-konsep tersebut bersifat kongkrit dan dapat diukur. 
Operasionalisasi Konsep Penelitian dalam penelitian kualitatif dibuat dalam bentuk sebagai berikut : 
Tabel 1.2
Operasionalisasi Konsep Penelitian 

	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	Implementasi Kebijakan George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2019:136-141)
	1. Komunikasi
	1. Transmisi
2. Kejelasan
3. Konsistensi

	


	2. Sumberdaya
	1. Staff
2. Informasi
3. Wewenang
4. Fasilitas

	
	3. Disposisi
	1. Efek disposisi
2. Melakukan Pengaturan Birokrasi
3. Insentif

	
	4. Struktur Birokrasi
	1. Standard Operating Prosedures (SOP)
2. Fragmentasi


[bookmark: _Toc111403794]1.9. Metode Penelitian	
[bookmark: _Toc111403795]1.9.1 Metode Penelitian yang digunakan
	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Agar dalam penelitian ini bisa lebih jelas lagi serta mendapatkan data secara mendalam karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembelajaraan online selama masa pandemic covid-19 di SDN Patuanan 1.
Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan pembelajaran online selama masa pandemic covid-19 di SDN Patuanan 1 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
[bookmark: _Toc111403796]1.9.2 Informan dan Teknik Pemilihan informan
Teknik pemiihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang dimana penentuan informan dipilih sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan karakteristik dan berdasarkan kebutuhan penelitian. Informan penelitian terdiri dari :
1. Informan Kunci (Key Informan) :
Kepala Sekolah SDN Patuanan 1
2. Informan Pendukung :
Guru Kelas 5, Siswa kelas 4 & 5, dan Orangtua Wali Murid

[bookmark: _Toc111403797]1.9.3 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik cara metode yang dilaksanakan oleh peneliti untuk memperoleh data dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif. 
Pada dasarnya teknik pengumpulan data suatu penelitian dapat dilakukan berbagai macam cara. Adapun uraian singkat teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :
1) Studi Kepustakaan
Penulisan mengumpulkan data-data dari sumber tertulis Antara lain dengan mempelajari dan membaca buku-buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2) Studi Lapangan itu terdapat beberapa teknik diantaranya adalah:
a. Observasi 
Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke lokasi tersebut.
b. Wawancara
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau tanya jawab dengan informan untuk memperoleh informasi dan gagasan oleh yang berkaitan dan bersifat mendalam untuk mengetahu hal-hal yang berkaitan. Data yang dihasilkan adalah data kualitatif.
3) Studi Dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang dilakukan berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, sejarah kehidupan. Dokumen yang berbentuk gambar itu contoh foto, gambar hidup, sketsa dll. (dalam sugiyono, 2013: 240)

[bookmark: _Toc111403798]1.9.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data 
Ada banyak teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data, tetapi yang lazim digunakan dalam penelitian yang diperoleh skripsi adalah teknik triangulasi. 
Triangulasi adalah cara terbaik untuk untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan sebagai berikut (Meleong, 2020: 332) : 
1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

[bookmark: _Toc111403799]1.9.5 Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 
Menurut Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono,2013:246) dalam melakukan analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
a) Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi ini, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.
b) Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowhart dan sejenisnya.
c) Conclusion Drawing/Verification 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

[bookmark: _Toc111403800]1.10. Lokasi Dan Jadwal Penelitian 
[bookmark: _Toc111403801]1.10.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitan ini penulis lakukan di SDN Patuanan 1 yang beralamat di Blok Sabtu Desa Patuanan Kec.Leuwimunding Kab.Majalengka Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Terdapat Masalah 
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian 
3. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti
[bookmark: _Toc111403802]1.10.2 Rencana Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pembuatan proposal sampai penulisan laporan penelitian yaitu dalam kurun waktu 5 bulan dari bulan Maret sampai dengan Juli 2022. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut : 			







Tabel 1.3
Rencana Jadwal Penelitian

	No
	Jenis Kegiatan
	2022

	
	
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	I
	TAHAP PERSIAPAN

	
	1. Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Pengamatan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Penyusunan 
dan Bimbingan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	TAHAP PELAKSANAAN
	

	
	1. Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Wawancara 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Pengolahan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Penyusunan dan Bimbingan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	TAHAP AKHIR

	
	1. Seminar Draft Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Seminar Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




21




image1.jpeg




